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Abstrak - Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberaphdga untuk melakukan penegakan hukum selain
hakim, yaitu Polisi sebagai penyidik dan Jaksa gabpenuntut umum, dalam praktiknya penerapan Perma
Nomor 2 Tahun 2012 dapat menggangu tertib hukunnaemimbulkan ketidakpastian hukum baik itu penyidik
dan jaksa penuntut umum. Kekuasaan pengaturan Metk&gung tentang batasan tindak pidana ringan dan
jumlah denda dalam KUHP dalam sistem hukum pidaitu yperaturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tireggu dibentuk berdasarkan kewenangan, dan Imptesien
Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Bafasdak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam
KUHP dalam sistem Peradilan pidana, pada dasarogahs berjalan akan tetapi masih belum efektif
dikarenakan masih dijumpai pro dan kontra.

Kata Kunci : Kekuasaan pengaturan, Tindak pidana ringan, sistédam pidana.

Abstract - A criminal justice system includes several institutions for enforcing law besides judges, they are
Police as investigators and prosecutors as public prosecution, in its practice the application of Perma Number
2, 2012 might have troble on legal issue and cause legal uncertainty either investigators and prosecutors. The
power of regulating the Supreme Court on the limits of petty crimes and the amount of fines in the Indonesian
Criminal Code in the criminal law system that is the Supreme Court Regulation Number 2, 2012 ordered by
higher regulations or established by authority, and the Implementation of Perma Number 2, 2012 on the
Adjustment Limit of Petty Crimes and the amount of fines in the Criminal Code in the criminal justice system,
basically it has been going but it is still not effective as there are pros and cons.

Keywords : petty, crime, adjustment, criminal law system.

PENDAHUL UAN
Pada tanggal 28 Februari 2012 Mahkamah Agung mead&n Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentaegyBsuaian Batasan Tindak
Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalamm&@&omor 2 Tahun 2012 Pasal
1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima pulygiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384,
407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,0@ ataa juta lima ratus ribu
301
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rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayatlij@askan, apabila nilai barang atau

uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Jitatua Pengadilan segera menetapkan
Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memyterkara tersebut dengan Acara
Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-218AR dan Ketua Pengadilan tidak

menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan

Perma Nomor 2 Tahun 2012 ini pada dasarnya hanygiket Makamah Agung dan
bawahanya, sehingga tidak dapat mengikat lembagaBardasarkan Pasal 2 ayat (3) Perma
Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasaaktipidana ringan dan jumlah denda
dalam KUHP menyebutkan “apabila terhadap terdaksizelsmnya dikenakan penahanan,
Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atgagypanjangan penahanan”. Menurut
KUHAP yang berwenang melakukan penahanan yaituiggnyan penuntut umum.

Pada dasarnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentangeqsign batasan tindak
pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Tidglatianengikat penyidik dan penuntut
umum karena Perma tersebut hanya berlaku di dategkuhgan Mahkamah Agung. Akan
tetapi dilapangan terjadi beberapa kekacauan da&npenerapan Perma tersebut sehingga
merusak tertib sistem peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapatikdib@berapa permasalahannya
yang akan diteliti: 1) Bagaimanakah kekuasaan pgerga Mahkamah Agung tentang
batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dildriP dalam sistem hukum pidana? 2)
Bagaimanakah penerapan Perma Nomor 2 Tahun 20t&h¢eRenyesuaian Batasan Tindak

Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalaensiseradilan pidana?

METODELOGI PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti makia enelitian dalam penelitian
ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Kemudgendekatan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan vyaitu semua perggerandang-undangan yang
berhubungan dengan permasalahan dalam peneliiiaRendekatan kasus dengan melihat
putusun putusan yang berhubungan dengan permasajaimg diteliti. umber penelitian
hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum prinsekunder dan tersier. Teknik
pengumpulan data dengan mekukan studi keperpustaleman untuk mencari bahan-bahan
yang dilakukan dan selain itu untuk menjelaskanahdiahan pustaka tersebut dilakukan

wawancara sebagai bahan tambahan., kemudian analida yang dilakukan dengan

! hitp://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view_pagel(814, Akses tanggal 22 Febuari 2014
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mengumpulkan dan menganalisis semua data yangotipekemudian ditarik sebuah

kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kekuasaan Pengaturan Mahkamah Agung Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan
Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Sistem Hukum Pidana

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengaditing untuk dibahas
karena dapat mempengaruhi penanganan perkara &déem Peradilan Pidana Terpadu di
Indonesia. PERMA sebagai produk hukum Mahkamah 4gpada dasarnya mengikat
internal dan lembaga peradilan di bawahnya. Sedanglalam sebuah Sistem Peradilan
Perdana Terpadu, pihak yang terlibat sebagai gabsislidalamnya adalah kepolisisan,
kejaksaan, pegadilan, dan lembaga pemasyarakatalihai kekuatan mengikat PERMA
tersebut maka dalam sudtiegrated Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana
Terpadu yang terikat oleh PERMA tersebut hannyBkamgadilan.

Perma Nomor 2 Tahun 2012, harus dilihat dari kortsegrki peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Nd@drahun 2011 mengatur jenis dan
hirarki sebagai berikut:

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangdin sgas:
. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaBdhb;

. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

a
b
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UAdadgng;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sdeungan hierarki sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegasatakan pada Pasal 8 ayat
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selainaetsmtp dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MajelismBsyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamgung, Mahkamah Konstitusi,

Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bankoh&sia, Menteri, badan, lembaga,
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atau komisi yang setingkat yang dibentuk denganadgendang atau Pemerintah atas
perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyatr&aé’rovinsi, Gubernur, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupatiik@td, Kepala Desa atau yang

setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaidimaksud pada ayat (1) diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum meng@@anjang diperintahkan oleh

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggicibemtuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 8 ayat (2) di atas memberikan penegasamtghkikuatan hukum terhadap
peraturan perundang-undangan yang selain dalanmkihparaturan perundang-undangan
pada Pasal 7 ayat (1), yakni pertama sepanjangimlipiekan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi. Pernyataan ini memberifgemahaman, bahwa apabila didalam
peraturan perundang-undangan apakah berbentuk ghdtaang dan Peraturan Pemerintah
terdapat pasal yang teks normatifnya terdapat klamisalnya “lebih lanjut diatur atau
ditetapkan dengan peraturan menteri’, maka kebaragaraturan menteri tersebut mengikat
secara hukum. Artinya keberadaannya diperintahkah peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.

Pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 TaBufh tentang Pembentukan
Peraturan-Perundang-Undangan menyatakan atau wkbeherdasarkan kewenangan.
Penjelasan Pasal 8 ayat (2) menyatakan, bahwa gangksud dengan “berdasarkan
kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tegienterintahan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan. Berkaitan penyelexaggairusan tertentu pemerintahan
sesuai dengan peraturan kewenangan bukan beravgénk@gan yang lepas dari dasar
hukumnya, karena didalam doktrin hukum administreegjara dikenal namanya instrumen
pemerintahan dan salah satunya adalah peraturamdaerg-undangan, selain—itd—adalah
ketetapan Tata Usaha Negara, Peraturan KebijakamcaRa, Perizinan. Yang sering belum
terbangun kesepahaman dipublik adalah peraturanjakeb. Oleh karena itu untuk
membangun kesepahaman perlu dipaparkan masalahMiemngapa demikian, karena
keberadaan peraturan kebijakan secara hukum tidpktdilepaskan dengan kewenangan
bebas dari pemerintah yang sering disebut dengkahiseis ermessen.

Penggunaarireis Ermessen tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang

berlaku (kaidah hukum positif) dan penggundagis ermesen hanya ditujukan untuk
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kepentingan umum. Menurut Indrohafto,pembuatan peraturan kebijakan harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. la tidak boleh bertentangan dengan peraturan dgaag mengandung wewenang
diskresioner yang dijabarkan.

2. latidak boleh nyata-nyata bertentangan dengam yatay sehat.
la harus dipersiapkan dengan cermat, semua kepeantinkeadaan-keadaan serta
alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangka

4. Isi dari kebijakan harus memberikan kejelasan yaogup mengenai hak-hak dan
kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peaatutersebut.Tujuan-tujuan dan
dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yagditempuh harus jelas.

5. la harus memenuhi syarat kepastian hukum matetiaya hak-hak yang diperoleh dari
warga masyarakat yang terkena harus dihormati kemydga harapan-harapan warga
yang pantas telah ditimbulkan jangan sampai diirigka

Berkaitan dengan enam hal di atas, maka sebenatiskaesi yang berdasarkan
konsepfreis emerssen tidak terlepas dari materi muatan peraturan pemgan-undangan
yang akan dijadikan sumber wewenangnya. Untuk mamalkumber wewenang tersebut,
maka perlu dikaitkan dengan materi muatan peratpeaondang-undangan sesuai dengan
masing-masing jenis peraturan perundang-undangamdalU Nomor 12 Tahun 2011 yang
dijabarkan pada Pasal 10 ayat (1) Materi muatag yemus diatur dengan Undang-Undang
berisi:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undamdpblg Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengatablgrUndang;

Pengesahan perjanjian internasional tertentu;

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;/atan Pemenuhan kebutuhan
hukum dalam masyarakat.

Bila mengacu pada Pasal 10 ayat (1) huruf e, maklmdukan Perma No 2 Tahun

2012 adalah sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalasyarakat dan juga secara

peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undari@ Nahun 2012 diakui keberadaan

berdasarkan Pasal 8 ayat (1) sepanjang dirumuskadadarkan kewenangan hukum.

Kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung NomortiiT2012 secara subtansi adalah

2 Indroharto Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Jakarta, 1992, him. 45-
46



Syiah Kuala Law Journal : Vol. 2(2) Agustus 2018
Ully Herman, Mohd. Din, Dahlan Ali 306

berkaitan penyesuaian batasan tindak pidana ridganjumlah denda di dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diperintahkah pleraturan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal iniasardatas Pasal 79 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagentelah diubah melalui
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Unddogior 3 Tahun 2009 yang
berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih darfjal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila tetrdagd-hal yang belum cukup diatur
dalam Undang-undang ini. Dasar hukumnya bersumbda Pasal 24 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1S igamanatkan bahwa: “Kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untueteaggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan”.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiemakltususnya hakim wajib
menafsirkan undang-undang agar undang-undang lgsifisebagai hukum yang hidup,
karena hakim tidak semata-mata menegakkan Undadgsdn tetapi harus menemukan
keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat ditgaskan dalam pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasahakiman : “Hakim dan hakim
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahanitai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat “Penyesuaian nilaatupada Pasal 364, 373, 379, 384, 407
dan 482 KUHP menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta Inatas ribu rupiah) yang dilakukan
oleh Mahkamah Agung sebagai sarana dan upaya umtuhkberikan keadilan bagi perkara
yang diadilinya. Tentunya dalam hal ini hakim tetmpmpertimbangkan berat ringannya
perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilamasyarakat Pada pasal Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi : “Tiaplah maksimum hukuman denda
yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 agnlayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat
2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. rffResuaian jumlah maksimum hukuman
denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakamade1000 (seribu) kali, dalam hal
ini sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan siasgnda sebagai pilihan pemidanaan
yang akan dijatuhkannya. Selain itu untuk mengdieki kembali pidana denda serta
mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang saatelah banyak melampaui
kapasitasnya. Hakim dalam mengadili perkara dajlakukan secara proporsional dan
memberikan kepastian hukum di masyarakat karenaeiesaan dapat dilakukan dengan
acara pemeriksaan cepat. Keberadaan Perma No 2 M2 adalah sebagai Kebijakan

Kriminal dan selama ini kebijakan kriminal dipahasebagai ranah Sistem Peradilan Pidana
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(SPP) yang merupakan representasi dari negarain Stla kebijakan kriminal juga lebih
dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja. Desgjaakin meningkat, rumit dan
variatifnya masalah kejahatan, SPP tidak lagi dejatlikan satu-satunystakeholder dalam
kebijakan criminal, khususnya dalam upaya pencegkéemhatan.

Beberapa faktor penyebab adanya penyesuaian batakan Tindak Pidana Ringan,
yaitu tidak disesuaikannya nilai uang dalam KUHRga&ebagai pedoman dan parameter
untuk menentukan kriteria Tindak Pidana Ringanaddp harta benda sudah berusia lebih
dari 60 Tahun dan masih berlaku sampai sekarangyebabkan kasus-kasus yang
seharusnya tergolong ringan namun diperlakukanrsdpanya kasus tindak pidana biasa
sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilasyanakat, selain itu banyaknya kasus
kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KWH®Ry menyebutnbatasan Tindak
Pidana Ringan maksimal kerugian RP. 250,-, dengadliki sosial ekonomi sekarang, maka
tidak ada lagi tindak pidana yang dikategorikagaim

Sistem peradilan pidana terpadu dalam peradilalalad@terpaduan hubungan antar
para penegak hukumAparat penegak hukum sendiri merupakan subjek atang yang
menjamin dan penegakan hukum atau memastikan balatu aturan hukum berjalan
sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, aparaoegak hukum yang terlibat dalam
proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, popsnasehat hukum, jaksa, hakim, dan
petugas sipir pemasyarakafarSebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidanaadierp
(SPPT) atauntegarated Criminal Justice System (ICJS) harus melekat suatu karakteristik.
Pertama, adanya suatu sistem adalah untuk mertcgyman tertentd.Kedua, di dalam 1CJS
sebagai suatu sistem terdapat subsistem-subsitem saling terkaif. Tujuan ICJS juga
terkait dengan hukum pidana dan pemidanaan. TujG@ai$ adalah untuk menegakkan
keadilan dalam tatanan kehidupan bermasyaraka sgtindungi setiap individu, dengan
cara dengan cara melakukan penanganan dan pencetijadek pidand. Tujuan akhirnya
tidak hanya pada penanganan tindak pidana melaiji@m pada pencegahan terjadinya
tindak pidana yang lain. Sementara, Muladi menyatatujuan SPP terbagi atas tujuan

jangka pendek, yaitu sosialisasi, tujuan jangkaengah yaitu pencegahan kejahatan, dan

% Hafrida, “Snkronisasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana
Terpad‘tlj", Majalah Hukum Forum Akademika, Vol 18, Nomor RtGber 2008, him. 84.
Ibid.
°Akil Mochtar, “Integrated Criminal Justice System?’, http://www.akilmochtar.com/download/25, Akses
13 Juni 2017,
® Ibid.
" Ibid.
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tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan sbSabuah SPP terpadu memiliki beberapa

karakteristik tertentu, yaituintegration (coordination and synchronization), clear aims,

process (input-throughput-output), daneffective control mechanism.’
Sistem peradilan pidana mencakup sub sistem demgeny lingkup masing-masing
proses peradilan pidana sebagai berikut:

1. Kepolisian dengan tugas utama: menerima laporarpdagaduan dari publik manakala
terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikamn dpenyidikan tindak pidana,
melakukan penyaringan terhadap kasus yang memesydrat untuk diajukan ke
kejaksaan, melaporkan penyidikan kepada kejaksaammemastikan dilindunginya para
pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

2. Kejaksaan dengan tugas pokok menyaring kasus-kgsmg layak diajukan ke
Pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, daksaaakan putusan Pengadilan.

3. Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukumkeanilan, melindungi hak-hak
terdakwa, saksi dan korban, dalam proses peragidana, melakukan pemeriksaan
kasus-kasus secara efisien dan efektif, membegkénsan yang adil dan berdasarkan
hukum.

4. Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi menjalankénsgm Pengadilan yang
merupakan pemenjaraan, memastikan terlindungnyehalkeknarapidana, menjaga agar
kondisi Lembaga Pemasyarakatan memadaiuntuk peajaiidana setiap narapidara”.

Pembagian tugas-tugas setiap sub sistem yang&trdalam SPPT sehingga apabila
terdapat inkonsistesi penanganan perkara akan nmgapi seluruh sistem. Begitu pulanya
hal dengan kedudukan PERMA ini. Dalam Pasal 2 PER&t#ebut secara tegas disebutkan
bahwa Ketua Pengadilan memperhatikan nilai baréang @ang yang menjadi objek perkara,
menetapkan hakim tunggal, dan tidak menetapkanha@aa atau perpanjangan penahanan.

Dari bunyi pasal tersebut nampak jelas bahwa pyealg memiliki kewajiban mengikuti

PERMA tersebut adalah Ketua Pengadilan kemudiamhgéing ditunjuk.

Berdasarkan PERMA ini, nilai Rp. 250,00 (dua rdions puluh rupiah) disesuaikan
dengan kondisi saat ini menjadi Rp. 2.500.000,0fx (fita lima ratus ribu rupiah). Oleh
sebab itu, setiap perkara yang terkait dengan bdsang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00

(dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani sebaigaiak pidana ringan dan diperiksa dengan

8 Muladi, Kapita Sdlekta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang, 1998, him 5.
® SudartoHukum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung , 1981, him 54.
10 Hafrida,op cit, him 66



Syiah Kuala Law Journal : Vol. 2(2) Agustus 2018
Ully Herman, Mohd. Din, Dahlan Ali 309

acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalaei P@5-210 KUHAP. Akan tetapi,
aparat kepolisian atau kejaksaan tidak memiliki &#van untuk mengikuti PERMA ini dan
dalam menjalankan tugasnya masih tetap berpatcakden WUHP dan KUHAP. Tentunya hal
ini akan berpengaruh pada ketidaklancaran sistarg parjalan. Ketidaklancaran bukan saja
mempengaruhi efisiensi, efektifitas, dan produlasi peradilan, melainkan “ancaman
kegagalan dalam menjalankan sistem peradilan yaikj beperti terhambatnya proses yang
timbul karena bolak-baliknya hasil penyidikan aatgrenyidik dan penuntut, penolakan
dakwaan oleh hakim karena dianggap ada kekeliratamdmerumuskan dakwaan, dan lain
sebagainya:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilgpan Sejak keluarnya Perma
Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasaaktipidlana ringan dan jumlah denda
dalam KUHP, Penyidik dari Kepolisian di PolrestanBa Aceh langsung menerapkannya
dalam penanganan perkara. Kemudian selain Pernsabtdr di Kepolisian tidak ada
ketentuan lain berupa petunjuk teknis dalam pensaggerkara tipiring, yang ada hanya
pentunjuk teknis Penyidikan secara umum dan KUHA®&j]a awal menerapkan Perma
tersebut memang ada pihak korban yang tidak tedtaa tidak senang, namun dengan di
lakukan pendekatan dan beri penjelasan akhirnyakpibrban bisa menerinta.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batmskak pidana ringan dan
jumlah denda dalam KUHP tidak serta merta berladgi Penyidik, karena di dalam Perma
tersebut Hakimlah dalam hal ini ketua Pengadilamgyakan menentukan apakah perkara itu
tipiring atau perkara biasa. Jadi Perma tersebut barlaku ketika Perkara tersebut telah
dilimpahkan ke Pengadilan. Pada dasarnya Permebtdrenasih memerlukan kajian secara
akademis untuk bisa diterapkan, karena pada pnyaifPerma tersebut hanya merupakan
hukum formil bagi Hakint?

Persoalan Perma ini terkadang lapangan juga setémjang tindih dalam
penerapannya, terkadang seperti dijelaskan di btdsva korban tidak menerima bila
tindakan tersebut dianggap tindak pidana ringan bakumannya dapat meringankan
terdakwanya. Keadilan merupakan hal yang sacrahd#lal ini. Keadilan juga harus dilihat
dari sisi yang berbeda karena adil menurut pelatunb tentu adil dalam hal terdakwa.
Sehingga pada dasarnya harus di imbangi.

" Hafrida,op cit, him 67
12 Raja gunawan, Kasatreskrim Polresta Banda Acelvaweara 12 Juni 2017
13 |nrawaldi, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumaweyaacara, 18 Juni 2017
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Pada dasarnya Perma yang telah dikeluarkan olehkavizdh Agung ini hanya
mengikat pihak Pengadilan saja tidak mengikat W pihak Pengadilan baik itu penyidik
maupun jaksa penuntut. Apabila dilaksanakan makaakan menjadi kekacauan dalam
sistem peradilan pidana yang telah berjalan saat in

Seperti yang terjadi di Pengadilan Jantho, saat aitla beberapa kali Jaksa
melimpahkan perkara, yang seharusnya berdasarkamaPd¢omor 2 Tahun 2012 termasuk
dalam perkara Tipiring, namun oleh JPU dilimpahksetara biasa, kemudian Ketua
Pengadilan Negeri Jantho meminta untuk mengkoostkaa hal tersebut kepada Jaksa yang
melimpahkan perkara tersebut agar dilimpah ulanggale cara Tipiring. Setelah
dilakukannya koordinasi dengan Jaksa dan Penyielikgpa tersebut, dilimpah ulang secara

Tipiring.**

2. Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak
Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam sistem peradilan pidana di
Aceh

Tahun 2012 Mahkamah Agung membuat suatu langkaliepaaian KUHP terkait
batasan tipiring dan jumlah denda dalam KUHP, namamgkah tersebut belum berjalan
maksimal. Berdasarkan hasil penelitian di lapangda bahwa meskipun PERMA berwujud
suatu peraturan, tetap tidak dapat menyesuaikanpumaumerubah KUHP. PERMA
kedudukannya di bawah KUHP. Karena KUHP yang wumadadalah Undang-Undang,
kedudukan KUHP dalam hierarkhi peraturan Perundem@ngan adalah lebih tinggi dari
pada PERMA. Sehingga, PERMA tidak dapat diimplemgkan secara maksimal di dalam
sistem hukum pidana, karena secara akademis, @ipnggrtentangan dengan sistem tertib
hukum yang ada.

Selanjutnya, tidak berjalan dengan baik PERMA Nolehun 2012 karena, untuk
merubah ataupun menyesuaikan KUHP dengan masahknis ada undang-undang yang
disusun dan disahkan oleh legislatif sebagai KUMRIbPERMA Nomor 2 Tahun 2012
memiliki kelemahan, tidak akan mungkin dapat dpk&ean pada residiv. Misalkan ada
Residiv kasus Narkoba yang mencuri uang Rp 1 jateria ia membutuhkan uang untuk
membeli Narkoba, dan ia diproses secara hukum, rmakgat tidak adil jika PERMA ini
diterapkan baginya. Orang yang jahat (residiv targe tidak mungkin dihukum ringan
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PERMA NahBn 2012 tersebut. Terkait sanksi,

14 Faisal Mahdi, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, weoaea 14 Juni 2017
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aparat penegak hukum tetap menggunakan Pasal 36 Kistuk menjerat pelaku tindak
pidana pencurian yang nilai kerugiannya kurang BarR,5 juta disebabkan bahwa pasal 364
KUHP seperti yang ditentukan PERMA Nomor 2 Tahuh2@dak tepat bila diterapkan bagi
residiv, dan akan lebih efektif jika pelaku dijer®asal 362 KUHP yang ancaman
hukumannya lebih berat. Tetapi, dalam memutus suptrkara, Hakim juga
mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan palgiku tindak pidana pencurian
dengan nilai kerugian kurang dari Rp 2,5 juta dengalaku yang bukan residiv.

Langkah Mahkamah Agung ini bermaksud baik, samalst#lak ada maksud untuk
merubah substansi KUHP. Langkah tersebut dimaksudiebagai upaya perluasan nilai
mata uang dalam KUHP yang apabila diterapkan paasarkini, nilai nominalnya sangat
kecil. Sedangkan masyarakat, dan nilai mata uamgy \@ersifat dinamis, maka untuk
mengimbangi dinamika tersebut, Mahkamah Agung m&amyulan menetapkan PERMA No.
2 Tahun 2012 tersebut. Berdasarkan Undang-Undangl2Ndahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PERM tiermasuk dalam Undang-
Undang, tetapi ada pada level selain yang ditentylada pasal 7 Undang-Undang No.12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundtzohgan.

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa meskifitRNPA ada di bawah hierarkhi
peraturan perundang-undangan, ia tetaplah berwsipadu peraturan, yang dibentuk oleh
Badan / Lembaga khusus berdasarkan amanat pagat 8laUndang-Undang No. 12 Tahun
2011 tentang Perubahan atas undang-Undang No. BOnT2004 tentang pembentukkan
peraturan perundang-undangan, dalam hal ini MahkaAgung, dan memiliki kekuatan
mengikat, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undim 12 Tahun 2011.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat limap#iaegakan hukum di Indonesia:
Aturan Hukum yang baik
Aparat penegak Hukum yang tangguh
Masyarakat yang sadar hukum

Sarana dan Prasarana yang memadai

o~ 0D RE

Birokrasi yang mendukung

Agar suatu peraturan perundang-undangan efekfiiméiekomponen tersebut harus
saling terkait, dan memiliki kesinambungan antasmgy satu dengan yang lainnya, agar
penegakkan hukum di Indonesia dapat berjalan detgéa Adapun penjelasan secara
terperinci dari salah satu mengenai 5 pilar penagakukum di atas, yaitu Aturan Hukum

yang baik.
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Aturan Hukum yang baik merupakan manifestasi daulm dalam masyarakat.
Aturan Hukum ini, memiliki bentuk tertulis dan tiddertulis. Hukum yang tertulis telah
menjadi tanda ciri dari hukum modern yang harus gagm serta melayani kehidupan
modern. Hukum tertulis bersifat resmi, sedangkakuhutidak tertulis sifatnya tidak resmi.
Pembentukkan aturan hukum (yang tertulis maupuaktitertulis) yang baik, tentunya
dilakukan dengan tujuan yang baik dari para pembauaan hukum yang ingin menciptakan
keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi masgarblal tersebut dilakukan sebagai wujud
upaya penegakkan hukum yang baik. Salah satu camafla pemerintah melaksanakan
upaya penegakkan hukum, khususnya pada bidang h&kdama, adalah adanya Undang-
Undang Nomorl Tahun 1946 yang lebih dikenal sebgdiP. Pada kenyataannya, seiring
dengan perkembangan zaman, KUHP sebagai pedomamhmoiateriil hukum pidana di
Indonesia substansinya sudah banyak yang ketinggalman, dan tidak semuanya cocok
untuk diterapkan pada masa kini sehingga, perlayadapaya penyesuaian.

Upaya penyesuaian tersebut dilakukan melalui palgant 1960 melalui PERPPU No.
16 / 1960 kata-katavijf en twintig gulden” pada pasal-pasal 364 ; 373 ; 379; 384; dan 407
ayat 1 KUHP diubah menjadi “Dua ratus lima pulutpRif”. Dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 (L®60352), jumlah pidana denda
telah diubah sebagaimana berikut: “harus dibacaandalmata uang Rupiah dan
dilipatgandakan lima belas kali.”. Disusul dengabdrapa kali penyusunan RUU KUHP
yang ternyata hingga saat ini belum disahkan seélagiang-undang.

Upaya penyesuaian KUHP, yang paling baru, adaldalmmé?ERMA No. 2 Tahun
2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidanamidgn Jumlah Denda dalam KUHP,
yakni pada pasal 1, ditetapkan bahwa kata-kata“fatus lima puluh Rupiah” dalam pasal
364 ; 373 ; 379; 384; 407 ; serta 482 KUHP dibaemjadi Rp 2.500.000,- ( dua juta lima
ratus ribu Rupiah). Agar upaya penyesuaian KUHPgdenmasa kini dapat berjalan
maksimal, maka Legislatif harus segera mengamhiKah cepat, dan menentukan sikap,
segera mengesahkan RUU KUHP menjadi KUHP baru.

Maksud dari Mahkamah Agung menyusun PERMA No. 2uha2012 tersebut adalah
baik, sebagai wujud upaya penyesuaian substansiKdiungkinkan suatu peraturan yang
di luar hierakhi peraturan perundang-undangan yhtegtukan oleh pasal 7 Undang-Undang
No. 12 Tahun 2011 menyesuaikan peraturan perundiag@rgan yang ada di atasnya, suatu

peraturan perundang-undangan tidaklah mungkin faersstatis, ia harus mampu
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menyesuaikan dinamika yang ada dalam masyarakat)y satu contohnya adalah terkait
dengan nilai mata uang.

Apabila melihat substansi pasal 8 ayat (2) Undanddng Nomor. 12 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 10 nT&@@04 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan: “Peraturan Perundwl@pgan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyaiaka&n hukum mengikat sepanjang
diperintah kan oleh Peraturan Perundang-undangaa lgdih tinggi atau dibentuk berdasar
kan kewenangan.”Dalam KUHP, yang merupakan penmaty@rundang-undangan yang
derajatnya lebih tinggi dari PERMA, tidak ada sabst yang menyebutkan tentang perintah
pembentukkan PERMA sebagai upaya penyesuaian KUHEndudian hari. Tetapi karena
dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi perkegd@ran bahwa PERMA memiliki
kekuatan hukum mengikat karena PERMA dibentuk dWghkamah Agung yang diberi
kewenangan untuk membentuk suatu peraturan. Me@inainur Arrasyid, Undang- Undang
dibagi dalam 2 tingkatan, yaitu Undang-Undang dangiagkatan yang lebih tinggi dan
Undang-Undang dalam tingkatan yang lebih rendaba hierarkhi, susunan dan tingkatan
Undang-Undang dimulai dari ketentuan yang lebilggirbaru secara berturut-turut disusul
dengan tingkatan Undang-Undang yang lebih rendah.

Undang-Undang yang tingkatannya lebih rendah, tidaleh bertentangan dengan
Undang-Undang yang tingkatannya lebih tinggi, alpatsrjadi dengan hal yang demikian,
maka tingkatan Undang-Undang yang lebih rendahsharundur untuk Undang-Undang
yang tingkatannya lebih tinggi. Dari segi substaR&RMA tidaklah bermaksud merubah
substansi KUHP. la bermaksud untuk mengikuti peblaamyan yang ada dalam masyarakat,
dengan adanya perluasan nilai mata uang bagi KUHRldmnya. Jadi, PERMA menurut
pendapat peneliti tidaklah bertentangan dengartautisKUHP dan KUHAP. Birokrasi yang
mendukung.

Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 ini sebenarygahberlaku bagi Hakim
Pengadilan, dan tidak berlaku bagi Penyidik dalahihi Penyidik Polri dan Kejaksaan.
Namun demikian, yang menjadi persoalan adalah nmengg@akah tersangka akan dikenakan
penahanan atau tidak. Hal ini mengingat dalam P29&) Perma 02/2012 ini dijelaskan
bahwa, apabila terdakwa sebelumnya dikenakan peaahanaka Ketua Pengadilan tidak
menetapkan penahanan atau perpanjangan penahaini@mtd suatu hal yang sangat ironis,
mengingat permasalahan penahanan tersangka menuget@nangan dan pertimbangan

Penyidik. Kelemahan yang mendasar dari Perma Ndrnbahun 2012 adalah regulasi itu
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hanya merupakan peraturan (regeling) yang mengikatk internal hakimhakim di
lingkungan MA, yakni di Pengadilan Negeri (PN) ddPengadilan Tinggi (PT).
Konsekuensinya, Ketua Pengadilan dalam melihatkisdak pidana harus mampu melihat
nilai objek sengketa ketika menerima pelimpahakararpencurian, penipuan, penggelapan,
dan penadahan dari jaksa penuntut umum. Bila markias pada Kitab Undang-Undang
Hukum Acara (KUHAP), kasus pidana harus terlebithulia melalui dua pintu, yakni
penyidikan di Kepolisian dan penuntutan di KejaksaRersoalannya, dua institusi Hukum
ini tidak terikat oleh Perma tersebut. Lebih dawi idua institusi Hukum itu juga belum
merespon secara positif atas Perma, misalnya dengamndak lanjuti di level bawah
Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus kipsting °

Praktiknya, dalam pelaksanaan untuk melakukan kdmeigan dengan nota
kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Repuldinésia, Jaksa Agung Republik
Indonesia, Menteri Hukum dan Hukum Asasi Manusigpu®ék Indonesia, dan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang Relalkan Penerapan Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pksaam Cepat, Serta Pnerapan
Keadilan RestoratifRestorative Justice). Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M. HH-
07. HM. 03. 02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/Q02 Nomor: B/39/X/2012. Tujuan
dilakukan nota kesepakatan bersama untuk membesikatu kesepakatan agar tidak terjadi
tumpang tindih.

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana saataiaim hal pemeriksaan tindak
pidana ringan hasil dari persidangan cepat tindddmna ringan tidak dilaporkan kepada jaksa
penuntut umum yang memiliki fungsi sebagai ekseki@eharusnya harus dilaporkan jangan
sampai ada permasalahan dikemudian hari jaksa tdaigetahui sehingga merusak sistem
peradilan pidana dan akan menimbulkan permasaladyan

Sebagai salah satu contoh yang terdapat dalamrpeatkailayah hukum Kota Banda
Aceh, diantaranya sebagai berikut:

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Nomor: 01/CR/2015/PN.BNA:

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pelagabliegeri Banda Aceh
yang mengadili perkara tindak pidana ringan deragaara pemeriksaan cepat, dalam
perkara Terdakwa:

15 Yanuar Arifin, Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan, Fakultas Hukum,
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 20t 42
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HAMDANI BIN A.JALIL, tempat/tgl. Lahir Samalanga/ ® April 1958, Jenis
Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempatg@ial Desa Ulee Tui Geunaseh
Indah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, AgamanisiBekerjaan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

SUSUNAN PERSIDANGAN :
H.MUKHTAR AMIN, S.H., M.H | - Hakim Tunggal ;
YUSNITA, SH e e e Panitera Pengganti;

Hakim dipersidangan meminta Penyidik selaku kuasaRenuntut Umum yaitu
MARAHADIN, membacakan Dakwaan terhadap diri terdakwaitu Pasal 362
KUHP;

Bahwa, di persidangan telah didengar keterangasi-saksi dibawah sumpah :

1. NURMALA Binti ZAKARIA,
2. H.RIDWAN Bin ABDURRAHMAN;
Bahwa para saksi tersebut diatas membenarkan kgtemaya dihadapan penyidik

sesuai dengan berita acara Penyidikan sebagairatara derkas perkara ini ;
Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterartgedakwa yang pada
pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan plernsesuai dengan Berita
Acara Penyidikan dalam berkas perkara ini ;
Bahwa, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan parkar telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan spatudalam perkara
Terdakwa HAMDANI BIN A.JALIL,, sebagaimana idenstaya seperti tersebut
diatas ;

Setelah membaca pasal yang didakwakan kepada weadddn surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, darakgter terdakwa, dan barang
bukti yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-salam keterangan
terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatdakiga telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatayaetana yang didakwakan
kepadanya yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana, kdeéna itu ia harus dipidana
sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana pasaluH@g; K

Mengingat, pasal 362 KUHPidana, jo pasal 14a KUldR&] serta peraturan-
peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
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MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI BIN A.JALILtelah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERIMN";

2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dergdana penjara selama
1(satu) bulan;

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlalafij kecuali dikemudian
hari sebelum lalu masa percobaan selama 22 (die),kada perintah lain dalam
keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tdé@@na bersalah
melakukan tindak pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV Merk LG 29 Inc warna hitam;

- 1 (satu) unti tape merk Politron warna hitam;

- 1 (satu) unit DVD merk Elekor warna hitam;

- 2 (dua) buah speker merk GMB dan 2 (dua) buah reliketnbalikan kepada
yang berhak

5. Membebani terdakwa tersebut diatas untuk membagga lperkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari JUMAT, tanggal 30 udan 2015 oleh H.

MUKHTAR AMIN ,S.H., M.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri BaAdeh

dan putusan mana yang diucapkan pada hari itudatzan persidangan yang terbuka

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Of&ISNITA, SH Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan idihaléh Penyidik Brigadir

MARAHADIN serta terdakwa ;

Latar belakang lahirnya Perma Nomor 2 Tahun 2012targ Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda daldidP, telah dijelaskan di
dalam ketentuan penjelasan umum vyaitu :

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dendanbairang yang kecil
yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkasros|an masyarakat. Pada
umumnya masyarakat menilai bahwa sangatlah tidak jikd perkara-perkara
tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 tahagasstana diatur dalam Pasal
362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nikmiamg yang dicurinya.
Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk kegapdan juga telah
membebani pengadilan, baik dari segi anggaran nmadpu segi persepsi publik
terhadap pengadilan. umumnya masyarakat tidak mamalvagaimana proses
jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke paagagihak-pihak mana saja
yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, masyarakat pun umumnya
hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pitl@anga pada saat perkara

tersebut di sidangkan di pengadilan. dan oleh kaselah sampai tahap persidangan
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di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanytjueke pengadilan, dan
menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasal&eawxasyarakat.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringagasiah tidak tepat di
dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang anogmaaling lama 5
tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusrasuk dalam kategori tindak
pidana ringan (Lichte misdrijven) yang mana seharadebih tepat didakwa dengan
Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling laimaled penjara atau denda
paling banyak Rp 250,-. Jika perkara-perkara tensedimlakwa dengan Pasak 364
KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan KUHAP paraangka/terdakwa
perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakanhzeram (Pasal 21 KUHAP) serta
acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakarslafrdcara Pemeriksaan Cepat
yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagainthatar dalam Pasal 205-210
KUHAP. Selain itu berdasarkan Pasal 45 huruf A Uwgdaindang Mahkamah
Agung No. 3 Tahung 2009, perkara-perkara terselolak tdapat diajukan kasasi
karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa penuntut usaah ini
mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara térdehgan menggunakan Pasal
362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan ydiatur dalam Pasal 364
KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilagiyhawah Rp 250,-. Nilai
tersebut sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudatpindidak ada barang yang nilainya
di bawah Rp 250,- tersebut. Angka Rp 250,- tersehatupakan angka yang
ditetapkan oleh pemerintah dan DPR pada tahun 186é@&lui Perpu No.16 Tahun
1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP, yamgdian disahkan menjadi
Undang-Undang melalui UU No. 1 Tahun 1961 tentamggesahan Semua Undang-
Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Penggamiiandi-Undang menjadi
Undang-Undang. Bahwa untuk mengefektifkan kemba$ialP 364 KUHP sehingga
permasalahanpermasalahan yang terjadi dalam pgvkakara yang saat ini menjadi
perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DR& ipelakukan perubahan atas
KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yadg dalam KUHP. Namun
mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadiripgs Pemerintah dan DPR,
selain itu proses perubahan KUHP oleh PemerintahDi2R akan memakan waktu
yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansebrenarnya mudah, untuk itu

Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peratdaghkamah Agung ini
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untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi battisdak pidana ringan, baik yang

diatur dalam Pasal 364 maupun pasal Iaiﬁﬁya.

Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Remjen Batasan Tindak
Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Areisjh belum berjalan secara efektif.
Dikarenakan masih terjadi tumpeng tindih perlu wiadkhlam pelaksaannya. Misalnya Perma
ini belum memenuhi tertib hukum yang telah adaelarada hal-hal dalam masyarakat juga
perlu pertimbangan. Pada dasarnya hukum yang kmikshdapat diterapkan pada sistem
hukum agar setiap prosesnya dapat berjalan deragan b

KESIMPULAN

Kekuasaan pengaturan Mahkamah Agung tentang batestk pidana ringan dan
jumlah denda dalam KUHP dalam sistem hukum pidamt yPeraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturangyéebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kewenangan, dalam hal ini berdasarPatsal 79 Undang-undang Nomor 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana daidah melalui Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 TaQ@P yang berbunyi: “Mahkamah
Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang digean bagi kelancaran penyelenggaraan
peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukligtur dalam Undang-undang
berdasarkan keadilan.

Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pemgye®f&tasan Tindak Pidana
Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam sistenaddan pidana di Aceh, pada
dasarnya sudah berjalan akan tetapi masih beluktifedékarenakan masih dijumpai pro dan
kontra dilapangan seperti masalah penahanan, mapgak korban memperoleh rasa

keadilan.
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